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ABSTRAK 

DANA HAJI UNTUK INVESTASI INFRASTRUKTUR 

PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH 

 

Pada tahun 2010, pemerintah menetapkan setoran awal haji 

regular sebesar Rp 25.000.000,00. Tingginya semangat  umat Islam 

Indonesia untuk mendaftar tidak seimbang dengan kuota calon 

jamaah haji yang diberangkatkan setiap tahun sehingga membuat 

daftar tunggu keberangkatan haji semakin panjang. Hal ini 

menciptakan akumulasi dana setoran awal calon Jemaah haji yang 

mengendap di rekening Kementerian Agama terus meningkat. 

Kemudian pada tanggal 26 Juli 2017 Presiden Jokowi melantik 

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Pelantikan BPKH ini juga 

diiringi dengan wacana tentang pemnfaatan potensi dana haji guna 

pembangunan infrastruktur. Pembahasan wacana dana haji untuk 

pembangunan infrastruktur disetujui oleh ketua Majelis Ulama 

Indonesia (MUI). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Haji dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji adalah payung hukum 

pengelolaan keuangan haji. Pemanfaatan dana haji yang begitu besar 

perlu ditinjau melalui perspektif maqāṣid asy-Syarī‘ah, guna 

mengukur sejauh mana pemanfaatan dana haji di Indonesia sejalan 

dengan tujuan-tujuan syariat. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library 

research), yaitu penelitian yang meneliti data-data dari bahan 

pustaka. Sumber data yang digunakan adalah sumber sekunder yakni 

sumber tertulis jurnal, sumber tertulis yang relevan dengan penelitian 

ini. Kemudian analisis ditinjau dengan perspektif  maqāṣid asy-

Syarī‘ah, terutama dari segi perlindungan harta (hifż al-māl) untuk 

memberikan sebuah pandangan tentang dana haji yang dialokasikan 

ke infrastruktur.  

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dana haji untuk 

investasi infrastruktur dibolehkan menurut maqāṣid asy-Syarī‘ah 

dengan catatan pelaksanaannya menggunakan prinsip syariah.  

Pemanfaatan dana haji di bidang infrastruktur, sekaligus mendukung 
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program pemerintah era Jokowi yang menggenjot sektor infrastruktur 

dengan harapan dapat meningkatkan daya saing, pertumbuhan dan 

pemerataan ekonomi sosial. Pengelolaan dana haji untuk 

infrastruktur juga sudah sesuai dengan perlindungan harta (hifż al-

māl) karena turut mensejahterakan rakyat, adanya perputaran uang, 

dan adanya pembangunan ekonomi. 

 

Kata kunci: dana haji, infrastruktur, Maqāṣid asy-Syarī‘ah 
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ABSTRACT 

DANA HAJI UNTUK INVESTASI INFRASTRUKTUR 

PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH 

 

In 2010, the government set a regular initial hajj deposit of Rp. 

25,000,000.00. The high enthusiasm of Indonesian Muslims to 

register is not balanced with the quota of prospective pilgrims who 

depart each year so as to make the waiting list for the pilgrimage 

departure even longer. This created the initial deposit accumulation 

of prospective pilgrims who settled in the account of the Ministry of 

Religion continued to increase. Then on July 26, 2017 President 

Jokowi installed the Hajj Financial Management Board (BPKH). 

BPKH's inauguration was also accompanied by a discourse about the 

potential use of the Hajj Fund for infrastructure development. The 

discussion of the Hajj Fund discourse for infrastructure development 

was agreed by the chairman of the Indonesian Ulema Council (MUI). 

Law Number 34 of 2014 concerning Hajj Financial Management and 

Government Regulation Number 5 of 2018 concerning 

Implementation of Law Number 34 of 2014 concerning Hajj 

Financial Management is a legal umbrella for managing Hajj finance. 

Utilization of such a large Hajj Fund needs to be reviewed through 

the perspective of the Maqāṣid asy-Syarī „ah, in order to measure the 

extent to which the utilization of the Hajj Fund in Indonesia is in line 

with the objectives of Shari'a. 

This type of research is library research, which is research that 

examines data from library materials. The data source used is a 

secondary source that is a written source of journals, a written source 

that is relevant to this study. Then the analysis is reviewed with the 

perspective of Maqāṣid asy-syarīah, especially in terms of the 

protection of assets (hifdz al-mal) to provide a view of the pilgrimage 

funds allocated to infrastructure. 
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The results of the study concluded that the pilgrimage fund for 

infrastructure investment is permissible according to the Maqāṣid 

asy-syarīah provided that the implementation uses sharia principles. 

Utilization of hajj funds in the field of infrastructure, as well as 

supporting the Jokowi Era Government program which boosted the 

infrastructure sector in the hope of increasing competitiveness, 

growth and social economic equity. The management of the hajj 

funds for infrastructure is also in accordance with the protection of 

assets (hifz al-mal) because it also contributes to the welfare of the 

people, the circulation of money, and the economic development. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dana haji adalah dana untuk biaya pendaftaran calon haji agar 

mendapat porsi keberangkatan. Dana ini yang biasa disebut 

dengan dana awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Pertahun 

kuota haji Indonesia sekitar 221 ribu orang, hanya sekitar Rp 6-7 

triliun yang digunakan untuk operasional haji tahunan. 

Sedangkan masyarakat yang mendaftar setiap bulannya bisa 

mencapai 40.000 calon haji. Terdapat dana mengendap yang 

setiap tahun potensinya meningkat seiring bertambahnya 

pendaftar haji.
1
  

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan haji, dana haji 

didefinisikan sebagai dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah 

haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta 

nilai manfaat yang dikuasai oleh Negara dalam rangka 

penyelenggaraan ibadah.
2
 Sebagai sebuah ibadah yang agung, 

diwajibkan sekali dalam seumur hidup (bagi yang mampu), 

jumlah pendaftar calon Jemaah haji terus bertambah dari tahun ke 

tahun. Perlu diketahui, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 

                                                           
1
https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public-

file/buletin-apbn-public-41.pdf diakses pada tanggal 23 februari 2019 pada jam 

23.46. 
2
 Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 

Haji, pasal 1. 

https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-41.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-41.pdf
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15 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Haji mengatakanur antara 

lain, pendaftaran haji dilaksan setiap hari kerja sepanjang tahun.  

Kebijakan tersebut menghasilkan waiting list (daftar 

tunggu) jemaah haji atau daftar calon jemaah haji yang telah 

mendapatkan nomor porsi, tetapi belum dapat diberangkatkan ke 

tanah suci karena keterbatasan kuota. Seiring waktu, jumlah 

waiting list semakin meningkat hingga menyentuh angka yang 

cukup besar, mengingat setiap tahunnya ada sekitar 500 ribu 

jemaah yang mendaftar, baik untuk haji reguler maupun haji 

khusus, sedangkan kuota haji hanya tersedia untuk 221 ribu 

orang. Jumlah itu diperuntukkan bagi Jemaah haji regular 

sebanyak 204 ribu dan haji khusus 17 ribu.
3
 Sampai dengan bulan 

Februari 2019, waiting list jemaah haji tercatat sebesar 4.055.835 

calon Jemaah haji, dan ada sekitar 3.870 calon jamaah haji yang 

lunas tunda.
4
 Peningkatan waiting list berkorelasi positif dengan 

peningkatan akumulasi dana setoran Biaya Penyelenggaraan 

Ibadah Haji (BPIH).  

Tahun 2004, Kementerian Agama mulai menerapkan 

pendaftaran haji dengan menggunakan setoran awal. Pada tahun 

2010, pemerintah menetapkan setoran awal haji regular sebesar 

Rp 25 juta. Tingginya semangat  umat Islam Indonesia untuk 

mendaftar tidak seimbang dengan kuota calon jamaah haji yang 

diberangkatkan setiap tahun sehingga membuat daftar tunggu 

                                                           
3
https://www.validnews.id/Kuota-Haji--Sedikit-Berangkat--Banyak-

Menunggu-cXP diakses pada tanggal 25-01-2019 jam 23.21. 
4
 https://haji.kemenag.go.id/v3/basisdata/waiting-list diakses pada 

tanggal 21 februari 2019 jam 23.11. 

https://www.validnews.id/Kuota-Haji--Sedikit-Berangkat--Banyak-Menunggu-cXP%20diakses%20pada%20tanggal%2025-01-2019
https://www.validnews.id/Kuota-Haji--Sedikit-Berangkat--Banyak-Menunggu-cXP%20diakses%20pada%20tanggal%2025-01-2019
https://haji.kemenag.go.id/v3/basisdata/waiting-list
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keberangkatan haji semakin panjang. Hal ini menciptakan 

akumulasi dana setoran awal calon Jemaah haji yang mengendap 

di rekening Kementerian Agama terus meningkat. 

Dengan demikian, pemerintah berkewajiban untuk 

mengelola dana haji yang terkumpul dari para calon jemaah haji 

tersebut. Penumpukan antrian ini disebabkan oleh pembagian 

kuota per daerah dibagi menurut porsi jumlah muslim di masing-

masing daerah atau daftar tunggu pada masing-masing 

kabupaten/kota. 

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Haji juga mengandung amanat 

pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Badan 

Pengelola Keuangan Haji (BPKH) ini termasuk dalam lembaga 

pemerintah non struktural yang bertanggungjawab kepada 

Presiden melalui Menteri. Badan ini, sebelum adanya Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan 

haji, Badan Pengelola Dana Abadi umat (BPDAU). Namun 

menurut ketentuan dalam Undang-undang tersebut, pengelolaan 

keuangan haji bukan hanya sebatas pada Dana Abadi Umat 

(DAU) saja, sehingga dibentuklah Badan Pengelolan Keuangan 

Haji (BPKH) guna mengelola keuangan haji secara keseluruhan.
5
 

BPKH dilantik oleh Presiden Jokowi pada tanggal 26 Juli 

2017. Pelantikan BPKH ini juga diiringi dengan wacana tentang 

pemnfaatan potensi dana haji guna pembangunan infrastruktur 

                                                           
5
 Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Haji, pasal 20.  
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nasional dan subsidi produktif. Mengingat selama ini, 

pemanfaatan dana haji lebih banyak pada subsidi konsumtif pada 

Jemaah haji. Seperti pemanfaatan dana haji untuk investasi dalam 

bentuk sukuk yang nilai manfaatnya digunakan untuk 

memangkas besaran biaya total Biaya Penyelenggaran Ibadah 

Haji (BPIH) setiap jamaah haji.  

Investasi dana haji telah dilakukan Pemerintah sejak 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Haji disahkan. Kementerian Agama telah menginvestasikan 

Biaya Penyelenggaran Ibadah haji (BPIH) ke tiga instrumen 

investasi, yakni Surat Utang Negara (SUN), deposito berjangka 

syariah, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) alias sukuk 

atau obligasi syariah. 

Pernyataan Presiden mendapat respons positif dari Menteri 

Agama, Lukman Hakim Saiffuddin yang mengatakan bahwa dana 

setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dapat 

dikelola dengan hal-hal produktif, termasuk pembangunan 

infrastruktur selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, penuh 

kehati-hatian, jelas menghasilkan nilai manfaat, sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, serta untuk kemaslahatan Jamaah 

haji dan masyarakat luas. 

Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah 

nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji guna 

mengatur lebih lanjut tentang penempatan dan investasi dana haji 

yang bisa dilakukan oleh BPKH. Peraturan Pemerintah ini juga 
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menguatkan wacana pemanfaatan Dana haji yang  diinvestasikan 

secara langsung dalam proses pembangunan infrastruktur 

nasional secara yuridis. Mengingat imbal hasil yang diharapkan 

dari investasi langsung terhadap infrastruktur, diharapkan mampu 

memberikan imbal hasil yang lebih besar dan kontribusi langsung 

terhadap program. 

Dana haji di Indonesia selama ini dikelola dengan cara 

ditempatkan dalam sektor-sektor perbankan. Ada tiga instrument 

utama penempatan setoran awal Biaya Penyelenggaran Ibadah 

Haji (BPIH), yaitu, dalam bentuk Surat Berharga Syariah 

Nasional (Sukuk/SBSN), Surat Utang Negara (SUN), dan 

Deposito Berjangka Berbasis Syariah. Hasil dari pengelolaan 

Biaya Penyelenggara ibadah haji (BPIH) ini kemudian 

dimanfaatkan untuk memangkas besaran beban biaya yang 

ditanggung oleh setiap jamaah haji pada tahun berjalan. 

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan dana 

kelolaan haji  ditempatkan pada investasi infrastruktur yang 

minim risiko. Karenanya, BPKH menyasar investasi yang sudah 

pasti berjalan dan menghasilkan (brown field) seperti jalan tol.
6
 

Dari investasi brownfield itu imbal hasilnya bisa mencapai 10 

persen sampai 10,5 persen per tahun. Dana haji untuk 

infrastruktur ini, yang nantinya  memberikan timbal balik bagi 

Jemaah haji. Misal biaya riil ibadah haji mencapai Rp70 juta. 

Namun, dengan adanya pemanfaatan dana haji untuk infrastruktur 

                                                           
6
 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171110180846-78-

254840/dana-haji-bakal-disuntikkan-ke-proyek-jalan-tol diakses pada tanggal 

22 februari 2019 pada jam 08.02. 

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171110180846-78-254840/dana-haji-bakal-disuntikkan-ke-proyek-jalan-tol
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171110180846-78-254840/dana-haji-bakal-disuntikkan-ke-proyek-jalan-tol
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ini calon jamaah hanya menyetorkan sekitar Rp35 juta, dan 

sisanya disubsidi oleh imbal hasil (return) atau nilai manfaat 

penempatan dana haji tersebut. Adapun besaran dana yang 

dipakai untuk investasi langsung sebesar 10% dari total dana haji 

yang pada tahun 2019 diperkiran  mencapai Rp 121,1 triliun.
7
 

Pembahasan wacana dana haji untuk pembangunan 

infrastruktur disetujui oleh ketua Majelis Ulama Indonesia 

(MUI). Mengingat sumber utama pemasukan dana setoran awal 

Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) yang pada dasarnya 

adalah dana titipan Jemaah haji untuk melaksan sebuah ibadah.
8
 

Adapun Dana Abadi Umat (DAU) yang diperuntukkan untuk 

kemaslahatan umat Islam.
9
 Maka dari itu, dilakukan pembahasan 

secara mendasar terkait dasar teoretik pemanfaatan dana haji 

untuk dipergunakan dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini 

juga dirasa perlu guna meninjau pemanfaatan dana haji untuk 

infrastruktur jalan tol melalui perspektif tujuan-tujuan syariat 

(maqāṣid asy-Syarī‘ah ). Sejauh mana tujuan-tujuan syariat dapat 

terwujud dalam pengelolaan keuangan haji, lebih khusus dalam 

hal  dana haji untuk infrastruktur jalan tol di Indonesia.  

Berdasarkan dari pembahasan di atas, maka dilakukan  

penelitian lebih lanjut tentang pemanfaatan dana haji melalui 

                                                           
7
https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/11/093000826/dana-haji-

akan-dipakai-investasi-langsung-termasuk-infrastruktur diakses pada tanggal 

28 februari 2019 pada jam 10.48. 
8
 Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 

Haji, Pasal 7, ayat (1). 
9
 Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 

Haji, Pasal 3. 

https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/11/093000826/dana-haji-akan-dipakai-investasi-langsung-termasuk-infrastruktur
https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/11/093000826/dana-haji-akan-dipakai-investasi-langsung-termasuk-infrastruktur
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perspektif  maqāṣid asy-Syarī‘ah. Untuk kemudian mengajukan 

judul “DANA HAJI UNTUK INVESTASI INFRASTRUKTUR 

PERSPEKTIF  MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH” 

.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya 

yakni bagaimana dana haji untuk investasi infrastruktur jalan tol 

dalam perspektif   maqāṣid asy-Syarī‘ah. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan acuan pada rumusan masalah diatas, maka 

penelitian ini bertujuan sebagai untuk menguji sejauh mana 

wacana tentang dana haji untuk infrastruktur dan subsidi 

produktif sesuai dengan tujuan-tujuan syariat (maqāṣid asy-

Syarī‘ah).  Menguatkan wacana pemanfaatan dana haji untuk 

infrastruktur dan subsidi produktif yang digagas oleh Presiden 

Jokowi. 

2. Adapun apabila penelitian ini dapat tercapai, maka penulis 

berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih antara 

lain: 

a. Mengembangkan  maqāṣid asy-Syarī‘ah sebagai sebuah 

pendekatan melalui teori-teori yang dikemukakan Jaseer 

Auda untuk menyelesaikan problematika masa kini.  

b. Merangsang dan memotivasi para pemikir dan praktisi di 

bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya para 
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mahasiswa yang melakukan penelitian lebih lanjut tentang 

penilitian yang serupa. 

 

D. Telaah Pustaka 

Pembahasan tentang masalah dana haji untuk infrastruktur 

merupakan sesuatu yang baru. Wacana ini baru muncul di era 

Pemerintahan Jokowi. Maka tidak banyak skripsi ataupun buku 

yang membahas tentang dana haji untuk infrastruktur tersebut. 

Namun ada beberapa literatur yang peneliti telusuri diantaranya 

adalah:  

Pertama, skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap 

Pengelolaan Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji” yang 

ditulis oleh Mohammad Yahdi. Mahasiswa  Jurusan Muamalat 

FSH UIN Sunan Kalijaga tahun 2016. Penelitian ini membahas 

tentang tata kelola dana yang terkumpul dari biaya 

penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) ditinjau dari sisi hukum 

Islam. Kementrian Agama dalam hal ini dipercaya oleh 

masyarakat untuk mengelola dana tersebut. Penelitian ini 

merupakan penelitian field research, yakni penelitian berbasis 

data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Namun pengumpulan 

data penelitian berupa hasil studi lapangan tersebut didukung 

dengan hasil studi kepustakaan bersifat deskriptif analitis, dengan 

mendeskripsikan alur dana BPIH dan pengelolaanya.   

Kedua, tesis dengan judul “Pemanfaatan Dana haji di 

Indonesia dalam Perspektif maqāṣid asy-Syarī„ah” yang ditulis 

oleh Landy Trisna Abdurrahman, konsentrasi Hukum Tata 
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Negara Program Studi Magister Hukum Islam, Fakultas Syari‟ah 

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta. 

Penelitian ini membahas mengenai penempatan dana haji dalam 

produk Perbankan Syariah dan surat Berharga Syariah Nasional 

(sukuk) dan pro kontra Pemanfaatan Dana haji untuk 

Infrastruktur yang melibatkan opini dari beberapa Menteri. Juga 

membahas tentang perbandingan Pengelolaan Dana haji di 

Negara tetangga seperti Malaysia dan Turki. Penelitian  ini 

menggunakan maqāṣid asy-Syarī‘ah sebagai sebuah pendekatan 

untuk membedah dan pisau analisis utama guna Pemanfaatan 

Dana haji secara Teoretik.  

Ketiga, tesis dengan judul “Pengelolaan Keuangan Haji: 

Studi Perbandingan di Negara Indonesia dan Malaysia” karya 

Eka Yuhendri, konsentrasi Hukum Bisnis Syariah, Program studi 

Magister Hukum Islam, Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan 

dengan metode komparatif. Penelitian ini membahas tentang 

perbandingan kontruksi keuangan haji; mulai dari kotruksi akad 

yang lebih tepat dalam pengelolaan keuangan haji. Serta 

dilakukan analisis perbandingan tentang tentang konsep dan 

system pengelolaan keuangan haji di Indonesia dan Malaysia.    

Keempat, Undang-Undang no 34 tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Haji wacana Pemanfaatan Dana haji 

untuk Infrastruktur nasional, yang diperkuat oleh Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan 

Haji. Pada UU ini disebutkan, Pengelolaan Keuangan Haji 
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bertujuan meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, 

rasionalitas, dan efisisiensi penggunaan Biaya Penyelenggaraan 

Ibadah Haji (BPIH) dan manfaat bagi kemaslahatan ummat 

Islam. Adapun keuangan haji meliputi Penerimaan, pengeluaran 

dan kekayaan. Penerimaan berupa setoran BPIH dan/atau BPIH 

khusus, nilai manfaat keuangan haji, dana efisiensi, 

penyelenggaraan ibadah haji, dana alokasi umum, dan sumber 

lain yang sah dan tidak mengikat. Selanjutnya, pengeluaran 

meliputi penyelenggaraan ibadah haji, operasional BPKH, 

penempatan dan/atau investasi keuangan haji. Adapun wewenang 

BPIH dalam UU ini adalah:  Menempatkan dan menginvestasikan 

Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, 

keamanan, dan nilai manfaat; dan Melakukan kerjasama dengan 

lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji. 

Dari beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang 

disusun oleh peneliti. Bila melihat penelitian yang dilakukan oleh 

Landy Trisna Abdurrahman memiliki kesamaan tentang 

bagaimana Pemanfaatan Dana haji di Indonesia Perspektif 

maqāṣid asy-Syarī‘ah. Namun dalam tesisnya fokus membahas 

tentang penempatan dana haji dalam produk Perbankan Syariah 

dan surat Berharga Syariah Nasional (sukuk). Sedangkan peneliti 

fokus pada pemanfaatan dana haji untuk infrastruktur jalan tol. 

Adapun persamaan dengan penelitian yang lainnya adalah objek 

kecil yang dikaji yakni tentang dana haji. Dengan demikian 
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peneliti berkesimpulan belum ada penelitian yang memiliki 

pembahasan sama dengan yang dilakukan peneliti.  

 

E. Kerangka Teoretik  

Kerangka teori merupakan kerangka konseptual yang digunakan 

sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang  

diteliti.
10

 Penyajian landasan teori dilakukan dengan pemilihan 

satu atau sejumlah teori yang relevan dari masing-masing 

klasifikasi di atas untuk kemudian  dipadukan dalam satu 

bangunan teori yang utuh. 

Sebagai perspektif dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan sebuah teori yakni teori maqāṣid asy-Syarī‘ah. 

Teori ini digunakan dalam menganalisis data-data dalam 

penelitian ini. 

Maqāṣid asy-Syarī‘ah  

Jasser Auda menganggap maqāṣid ini adalah tujuan dari 

segala metodologi dalam memproses sebuah hukum, karena 

dengan maqasid akan mengurangi dampak pertentangan dalil, 

perselisihan antar madzhab di sebabkan berbedanya metodologi 

yang mereka gunakan. Maqasid sebagai dasar epistemologi ini 

adalah suatu usaha yang sangat penting untuk mengetahui 

rahasia, hikmah dan tujuan di syari‟atkannya sebuah hukum oleh 

Allah swt. 

                                                           
10

 Tim UIN, Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, hlm. 4. 
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Teori dalam pendekatan maqāṣid asy-Syarī‘ah menurut 

jaseer auda ini terdapat pergeseran dari maqashid klasik menuju 

kontemporer. Adapun inti dari teori maqāṣid asy-Syarī‘ah adalah 

untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, 

atau menarik manfaat dan menolak mudharat. 

Teori ini digunakan guna mengukur bagaimana jika dana 

haji ini dialokasikan ke dalam investasi infrastruktur jalan tol di 

Indonesia, apakah sudah sejalan dengan tujuan-tujuan maqāṣid 

asy-Syarī‘ah. Teori ini dipandang dapat memberikan gambaran 

teoretik terkait potensi dana haji secara optimal dan multi 

dimensi. Teori ini akan dijelaskan lebih rinci pada BAB II 

penelitian ini. 

 

F. Metode Penelitian 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode diartikan sebagai 

cara yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan sesuatu. 

Sedangkan penelitian berarti proses pengumpulan dan analisis 

yang dilakukan secara sistematika dan logis untuk mencapai 

tujuan tertentu. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research) 

yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-

sumber tertulis yang terkait dengan obyek pembahasan agar 

dapat diperoleh data-data yang jelas sehingga  membantu 

dalam kajian ini. 
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2. Sifat penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan Undang-Undang (statute approach) yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-

Undang dan regulasi yang memiliki kaitan dengan objek yang 

sedang diteliti.
11

 Dalam penelitian ini, terdapat Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Haji, dan peraturan perundang-undanagan lain 

yang saling emndukung Pemanfaatan Dana haji untuk 

infrastruktur di Indonesia.  

3. Sumber data 

Data yang di peroleh adalah dari bahan pustaka, karena 

jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Sumber data primer berupa dokumen laporan dan data 

pemanfaatan Dana haji di Indonesia yang didapat dari 

laporan Kementrian Agama Republik Indonesia, dan data 

dari BPKH. 

b. Sumber data sekunder adalah data yang terdapat dalam 

bahan pustaka, berupa: 

 

 

 

                                                           
11

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 

2014), hlm. 133. 
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1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang 

mempunyai kekuatan hukum mengikat.
12

 Bahan  

hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan haji  

2) Bahan hukum sekunder  

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan sekunder 

berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi 

buku-buku, teks, jurnal hukum.
13

 Bahan hukum 

sekunder yang digunakan adalah Buku maqāṣid asy-

Syarī‘ah  karangan Jasser Auda. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yang dimaksud adalah bahan 

hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan atas 

bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus, 

ensiklopedia, indeks komulatif, dan sebagainya.
14

 

4. Analisis Data 

 Metode pengumpulan data yang  digunakan dalam 

penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi 

                                                           
12

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: 

Universitas Indonesia (UIPress), 2007), hlm. 52. 
13

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2014), 

hlm. 181. 
14

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 

2010), hlm. 24. 
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dokumen merupakan suatu metode pengumpulan data tertulis 

dengan maenggun content analysis (analis terhadap isi 

dokumen).
15

 Maka peneliti  menentukan bahan-bahan pustaka 

terkait pemanfaatan Dana haji dan bahan-bahan lain berkaitan 

dengan penelitian yang dilakukan.  

 

G. Sistematika Pembahasan  

Sebelum memasuki bab satu  didahului dengan halaman judul, 

abstrak, halaman pernyataan skripsi, halaman surat pengesahan, 

kata pengantar, dan daftar isi. 

Skripsi ini disusun secara sistematis. Dimana sistematika 

penyajiannya terbagi ke dalam tiga bagian yang keseluruhannya 

tersusun dalam lima bab pembahasan. Yakni, pendahuluan (BAB 

I), isi (BAB II, III, dan IV), serta Penutup (BAB V). 

Bab pertama. Pendahuluan. Bab ini berisi pendahuluan 

yang menjelaskan gambaran umum penelitian, bab ini terdiri dari 

tujuh sub pembahasan. Sub pembahasan tersebut meliputi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua, kerangka teori. Bab ini menjelaskan tentang 

landasan teori yakni tinjauan maqāṣid  asy-Syari’ah. Di dalam 

bab dua ini di antaranya membahas tentang definisi maqāṣid asy-

Syarī‘ah , pergeseran maqāṣid klasik menuju maqāṣid 

                                                           
15

 Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 

1986) hlm.21.   
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kontemporer menurut Jaseer Auda, dan  maqāṣid  asy-Syari’ah 

sebagai sebuah metode. 

Bab ketiga, pada  bab ini berisi tentang identifikasi dan 

pemaparan data. Dalam hal ini gambaran umum tentang 

pengelolaan keuangan haji dan pemanfaatannya untuk 

infrastruktur. Penjelasan lebih rinci tentang pengelolaan dana 

haji, macam-macam dana haji yang sudah berjalan sebelum 

adanya dana haji dialokasikan ke infrastruktur, dan selanjutnya 

alasan dana haji ini dialokasikan untuk penggunaan infrastruktur.  

Bab empat, bab ini menjelaskan tentang analisis 

pemanfaatan dana haji untuk infrastruktur. Yang mana bab ini 

adalah bab inti dalam penulisan skripsi yang berisi analisis 

dengan teori yang telah dibahas di dalam bab dua. Bab ini berisi 

tentang analisis maqāṣid asy-Syarī‘ah terhadap efisiensi 

pengelolaan dana haji, subsidi jamaah haji yang lebih besar, dan 

dana haji untuk investasi infrastruktur yang turut membantu 

mensukseskan program pemerintah. 

Bab kelima,merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi 

yang mana didalamnya membahas penutup. Yang berisikan 

kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang diuraikan pada 

bab-bab yang telah ditulis sebelumnya dan berkaitan erat dengan 

pokok masalah penelitian, disertai dengan saran-saran yang dapat 

peneliti sampaikan terkait permasalahan yang menjadi topik 

penulisan ini.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Peminat untuk berngkat ke tanah suci dari tahun ke tahun 

semakin banyak. Sedangkan untuk memperoleh daftar tunggu 

saja, jamaah haji harus melunasi setoran awal senilai kurang lebih 

Rp 25 juta. Jika, saat ini calon jamaah haji yang masih berada di 

dalam daftar tunggu mencapai 4,34 juta jiwa,sedangkan setiap 

jiwa bisa menunggu diberangkatan haji kurang lebih 30 tahun 

setelah mendapatkan nomer porsi. Dapat diperkirakan total 

setoran dana haji ke BPKH mencapai Rp119,55 triliun dan setiap 

tahun diperkirakan akan terus naik. Sedangkan kebutuhan dana 

haji untuk membiayai operasional haji tahun berjalan rata-rata 

sebesar Rp 9 triliun. 

Inisiatif pemerintah untuk mengelola dana tersebut bermula 

dari banyaknya dana yang mengendaap tersebut, maka Badan 

Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dilantik oleh Presiden Jokowi 

pada tahun 2017 untuk fokus mengelola dana haji. Mengingat 

sebelumnya bercampur dengan Kementrian Agama. Dilantiknya 

BPKH sekaligus terbit PP No 5 Tahun 2018 sebagai pelaksana 

UU No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji. 

Pengelolaan dana haji tersebut juga sudah melalui akad wakalah, 

antara pengelola dan pemilik dana haji. Akad wakalah tersebut 

sudah tercantum ketika umat islam menyetorkan Biaya 

Penyelenggara Ibadah Haji ke BPS-BPIH untuk selanjutnya 
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mendapat nomer porsi.  Dalam PP tersebut juga sudah tercantum 

tentang pengelolaan dana haji untuk investasi secara langsung, 

karena sebelumnya investasi dana haji hanya terbatas di investasi 

tidak langsung seperti sukuk, deposito, dan Surat Utang Negara.  

Selanjutnya, pengelolaan dana haji dialokasikan ke dalam 

investasi langsung salah satunya adalah untuk pembangunan 

infrastruktur jalan tol. Investasi ke infrastruktur ini sudah dikaji 

oleh pemerintah sebelumnya, dan juga mengadaptasi tata cara 

kelola Negara Malaysia yang sudah sejak 30 tahun lalu telah 

mengalokasikan dana haji ke infrastruktur. Dan nilai manfaat 

investasi dana haji ke infrastruktur ini adalah investasi yang tepat, 

karena jangka panjang, minim resiko,  dan mendapatkan manfat 

yang lebih besar dari pada investasi lain. 

Perlu digaris bawahi juga pengalokasian dana haji untuk 

infrastruktur ini tidak dilakukan dengan penyertaan langsung dari 

dana setoran awal calon jamaah haji, melainkan hasil 

pemanfaatan dari investasi tidak langsung seperti: SBSN, SUN, 

dan Deposito Berjangka Syariah. Jadi alurnya, setoran awal calon 

jamaah haji disetorkan ke rekening BPKH oleh BPS-BPIH, 

kemudian dialokasikan ke investasi tidak langsung. Dari investasi 

tidak langsung tersebut mendapat nilai manfaat, kemudian nilai 

manfaat inilah yang dipakai untuk membiayai infrastruktur 

Negara. Pemanfaatan dana haji dibidang infrastruktur, sekaligus 

mendukung program 

Pemerintah Era Jokowi yang menggenjot sektor 

infrastruktur dengan harapan dapat meningkatkan daya saing, 
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pertumbuhan dan pemerataan ekonomi sosial. Proses 

pengembangan dan manfaat dana haji untuk infrastruktur tentu 

melibatkan selain jemaah haji. Namun hal ini bukanlah sesuatu 

yang terlarang. Mengingat dalam maqāṣid asy-Syarī‘ah memiliki 

sifat multidimensional baik proses maupun hasilnya. Seperti 

halnya penempatan pada sektor infrastruktur jalan tol yang akan 

membawa manfaat baik yang bisa dirasakan bukan hanya oleh 

jemaah haji. Dengan catatan dilakukan dengan prinsip syariah 

dan sesuai Undang-Undang yang berlaku.  

Jika dilihat dari kacamata maqāṣid asy-Syarī‘ah, 

pemanfaatan dana haji untuk investasi infrastruktur boleh 

diterapkan, dengan catatan harus dengan prinsip syari‟ah. Karena 

jika tidak akan mengurangi keberkahan dari dana tersebut. 

Pengelolaan dana haji untuk infrastruktur juga sudah sesuai 

dengan perlindungan harta (hifẓ al-māl) karena turut 

mensejahterakan rakyat, adanya perputaran uang, dan adanya 

pembangunan ekonomi.   

 

B. Saran  

Dalam rangka meminimalisir resiko yang dapat terjadi dalam 

Investasi Dana Haji yang dialokasikan ke Infrastruktur, maka 

penulis memberikan saran, yaitu: dalam pelaksanaanya, 

sebaiknya Badan Pengawas dan BPKH memberikan pengawasan 

dan perhatian khusus terhadap aktivitas yang dilakukan agar 

benar-benar  sesuai dengan prinsip syari‟ah.Pengawasan yang 
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lebih terjaga ini bertujuan agar hasil dari pemanfaatan investasi 

dana haji tersebut dapat dipertanggung jawabkan keberkahannya.  

Selanjutnya, sebaiknya dilakukan penjelasan lebih dalam 

mengenai dana haji yang dialokasikan ke infrastruktur tersebut ke 

masyarakat luas, agar masyarakat benar-benar paham dana 

mereka di buat untuk apa. Khususnya, supaya tidak terjadi buruk 

sangka ke pemerintah, atau pihak BPKH selaku pengelola. Jadi, 

masyarakat luas, khususnya calon jemaah haji tidak perlu 

mengkhawatirkan dana yang sudah disetorkan ke BPKH tersebut. 

Karena dalam pelaksanaanya dari pihak BPS-BPIH, kadang tidak 

menjelaskan satu persatu akad yang sudah tercantum pada lembar 

yang harus di tanda tangani pada saat menyetor biaya awal.   
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LAMPIRAN 1 

TERJEMAHAN AL-QUR’AN 

Hal. FN 
Ayat Al-

Qur’an 
Terjemahan Ayat 

17 1 Q.S. Al-

Anbiya’ (21): 

107 

 

Dan Kami tidak mengutus engkau 

Muhammad melainkan untuk 

menjadi rahmat bagi seluruh 

alam. Perlindungan, kedamaian, 

dan kasih sayang yang lahir dari 

ajaran dan pengamalan Islam 

yang baik dan benar.  

20 6 Q.S. Al-

Baqarah (2) : 

201-202 

 

201. Apabila kamu telah 

menyelesaikan ibadah haji seperti 

tawaf, sai, wukuf di Arafah, 

bermalam di Muzdalifah, 

melempar jamrah, tahalul, dan 

tawaf wada', maka berzikirlah 

kepada Allah, sebagaimana kamu 

menyebut-nyebut nenek moyang 

kamu dalam tradisi Jahiliah 

dengan khidmat, khusyuk, dan 

takzim; bahkan berzikirlah kepada 

Allah dengan lebih takzim dari 

itu. Maka di antara manusia ada 

yang berdoa, Ya Tuhan kami! 

Berilah kami kebaikan di dunia, 

seperti hidup yang sehat, harta 

yang banyak, dan keturunan yang 

cerdas sehingga terhormat dan 

bermartabat, tetapi di akhirat dia 

tidak memperoleh bagian apa pun 

karena tidak beriman dan beramal 

saleh.Mereka itulah yang 

memperoleh bagian dari apa yang 

telah mereka kerjakan dengan 

memperoleh kebaikan di dunia 

dan keselamatan di akhirat, dan 
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Allah Maha cepat perhitungan-

Nya atas semua amal perbuatan 

manusia.  

202. Mereka itulah yang 

memperoleh bagian dari apa yang 

telah mereka kerjakan dengan 

memperoleh kebaikan di dunia 

dan keselamatan di akhirat, dan 

Allah Maha cepat perhitungan-

Nya atas semua amal perbuatan 

manusia.  Dan berzikirlah kepada 

Allah dengan membaca takbir 

sesudah salat lima waktu dan 

ketika melontar pada hari yang 

telah ditentukan jumlahnya, yaitu 

hari tasyriq, tanggal 11, 12, dan 

13 Zulhijah. Barang siapa 

mempercepat meninggalkan Mina 

setelah dua hari, tanggal 11 dan 

12 Zulhijah, maka tidak ada dosa 

baginya. Dan barang siapa 

mengakhirkannya hingga tanggal 

13 Zulhijah, tidak ada dosa pula 

baginya, yakni bagi orang yang 

bertakwa, yaitu orang-orang 

menjalankan perintah Allah dan 

meninggalkan larangan-Nya di 

dalam berhaji. Dan bertakwalah 

kepada Allah, dan ketahuilah 

bahwa kamu akan dikumpulkan-

Nya, yakni kamu semua akan 

dikumpulkan kepada-Nya kelak 

pada hari Kiamat. Demikianlah, 

Allah menjelaskan tata cara yang 

benar dalam melaksanakan ibadah 

haji yang disyariatkan bagi orang-

orang yang beriman.  
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59 2 Q.S.At-

Taubah (9) : 

34-35 

34.  Setelah ayat sebelumnya 

menerangkan tentang 

ketidaksukaan kaum musyrik dan 

Ahli Kitab terhadap tersebarnya 

Islam, maka ayat ini 

menginformasikan perilaku buruk 

sebagian pemimpin Ahli Kitab 

yang menyimpang. Wahai orang-

orang yang beriman! 

Sesungguhnya banyak dari orang-

orang alim Yahudi dan rahib-

rahib Nasrani mereka benar-benar 

memakan harta orang dengan 

jalan yang batil, baik dengan jalan 

suapmenyuap, meminta bayaran 

dalam proses penebusan dosa, 

riba, berbuat curang, mencuri, 

termasuk menganjurkan berinfak 

namun untuk kesejahteraan 

dirinya sendiri, dan mereka juga 

menghalang-halangi manusia dari 

mengikuti jalan Allah, yakni 

agama Islam, melalui berbagai 

macam cara seperti menciptakan 

kebohongan terhadap Islam, 

menumbuhkan keraguan terhadap 

Al-Qur'an, dan mencela pribadi 

Rasulullah yang agung. Padahal, 

kerusakan akhlak, pemikiran, dan 

akidah seorang tokoh atau 

pemimpin agama adalah sangat 

membahayakan bagi kehidupan 

umat manusia yang dipimpinnya. 

Dan di samping itu, mereka juga 

termasuk orang-orang yang suka 

menyimpan emas dan perak, 

yakni menumpuk-numpuk harta, 

dan tidak menginfakkannya di 

jalan Allah, bah-kan cenderung 
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serakah dan kikir. Terhadap 

mereka itu, maka berikanlah 

kabar gembira kepada mereka, 

sebagai bentuk ejekan sekaligus 

celaan, bahwa mereka akan 

mendapat azab yang pedih di 

akhirat kelak. Ayat ini 

menjelaskan azab yang 

diancamkan kepada para 

pemimpin Ahli Kitab dan siapa 

saja yang kikir sebagaimana 

mereka. Ingatlah, pada hari ketika 

emas dan perak dipanaskan dalam 

neraka Jahanam, lalu dengan itu 

disetrika dahi, lambung dan 

punggung mereka, yakni orang-

orang kaya yang tidak dermawan, 

seraya dikatakan kepada mereka, 

Inilah harta bendamu yang kamu 

simpan untuk dirimu sendiri. 

Dengan harta itu, bukan saja 

kamu tidak menunaikan zakatnya, 

namun juga tidak kamu 

manfaatkan untuk membantu 

mereka yang membutuhkan, maka 

rasakanlah akibat dari apa yang 

kamu simpan itu. Ancaman ini 

berlaku umum, yaitu ditujukan 

kepada siapa saja yang dikaruniai 

harta banyak namun kikir. Islam 

memang membolehkan umatnya 

untuk mengumpulkan harta 

sebanyak-banyaknya, tetapi pada 

saat yang sama ia juga harus 

bersifat dermawan. 

35.  Ayat ini menjelaskan azab 

yang diancamkan kepada para 

pemimpin Ahli Kitab dan siapa 

saja yang kikir sebagaimana 
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mereka. Ingatlah, pada hari ketika 

emas dan perak dipanaskan dalam 

neraka Jahanam, lalu dengan itu 

disetrika dahi, lambung dan 

punggung mereka, yakni orang-

orang kaya yang tidak dermawan, 

seraya dikatakan kepada mereka, 

Inilah harta bendamu yang kamu 

simpan untuk dirimu sendiri. 

Dengan harta itu, bukan saja 

kamu tidak menunaikan zakatnya, 

namun juga tidak kamu 

manfaatkan untuk membantu 

mereka yang membutuhkan, maka 

rasakanlah akibat dari apa yang 

kamu simpan itu. Ancaman ini 

berlaku umum, yaitu ditujukan 

kepada siapa saja yang dikaruniai 

harta banyak namun kikir. Islam 

memang membolehkan umatnya 

untuk mengumpulkan harta 

sebanyak-banyaknya, tetapi pada 

saat yang sama ia juga harus 

bersifat dermawan. 

Setelah ayat yang lalu 

menjelaskan keburukan akidah 

para tokoh Ahli Kitab, maka ayat 

ini kembali menginformasikan 

keburukan perilaku kaum 

musyrik, yakni mengubah hukum 

Allah. Di antara hukum Allah 

yang diubah adalah menambah 

hitungan bulan dalam setahun. 

Ayat menyatakan, bahwa 

sesungguhnya jumlah bulan 

menurut Allah dalam satu tahun 

ialah dua belas bulan dengan 

mengikuti perputaran bulan, 

sebagaimana dalam ketetapan 
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Allah sejak penciptaan alam ini, 

yakni pada waktu Dia 

menciptakan langit dan bumi. Di 

antaranya, yakni dua belas bulan 

tersebut, ada empat bulan haram 

atau yang dimuliakan, yaitu 

Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 

dan Rajab.1 Itulah ketetapan 

agama yang lurus, yaitu bahwa 

empat bulan yang dimuliakan itu 

sesuai dengan sistem yang telah 

ditetapkan oleh Allah dan menjadi 

syariat agama-Nya, maka jangan-

lah kamu menzalimi dirimu, baik 

melakukan peperangan (Lihat: 

Surah al-Baqarah/2: 217), maupun 

perbuatan dosa lainnya, terlebih 

lagi dalam bulan yang empat itu, 

karena dosanya akan dilipat-

gandakan. Namun, larangan 

peperangan di bulan-bulan haram 

ini lalu dinasakh atau dihapus 

hukumnya dengan firman-Nya, 

dan perangilah kaum musyrik 

semuanya, sebagaimana mereka 

pun memerangi kamu semuanya 

di mana saja dan kapan saja meski 

bertepatan dengan empat bulan 

yang semestinya dilarang untuk 

berperang itu. Dan ketahuilah 

bahwa Allah beserta orang-orang 

yang takwa 
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